



A. Kajian Tentang Efektifitas  
1. Pengertian Efektivitas  
Efektivitas berasal dari kata efektif yang bermakna sesuatu kemampuan untuk 
menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh spesifik yang 
terukur.1 
Efektivitas juga berarti hal yang memiliki efek (pengaruhnya, akibatnya, 
kesannya) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat efektivitasnya. 2 
Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya suatu tujuan atau sasaran 
yang telah ditemukan sebelumnya. Sebagaimana telah dipaparkan oleh Caster I. 
Bernard, bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati 
bersama.3 Selanjutnya, Cambel J.P juga memberikan penjelasan berupa poin-poin 
dalam pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah: 4   
a. Keberhasilan program  
b. Keberhasilan sasaran  
c. Kepuasan terhadap program  
d. Tingkat input dan output  
                                                             
1 Komarudin, Kamus Riset, Airlangga, Bandung, 1973, hlm 369. 
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Jakarta, 1992, hlm. 207 
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e. Pencapaian tujuan menyeluruh  
Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan 
operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan 
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat 
diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat 
melaksanakan semua tugastugas pokonya atau untuk mencapai sasaran yang telah 
ditentukan sebelumnya. Sementara itu, menurut Richard M. Steers, efektivitas 
merupakan suatu tingkatan kemampuan organisasi untuk dapat melaksanakan 
seluruh tugas-tugas pokoknya atau pencapaian sasarannya.5 
Selanjutnya, Hasan Soleh memberikan suatu penjelasan mengenai pengertian 
efektivitas yaitu suatu keadaan yang mengandung pengertian tentang terjadinya 
suatu akibat yang diharapkan atau dikehendaki seseorang dalam melakukan suatu 
perbuatan dengan maksud dan tujuan tertentu yang memang dikehendakinya, maka 
sesuatu itu dikatakan efektif kalau akan menimbulkan akibat atau mempunyai 
maksud sebagai mana yang dikehendaki.6 
Pendapat lain sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, suatu hukum 
dapat dikatakan efektif apabila:7 
a. Telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta 
pelaksana hukum yang bersangkutan. 
                                                             
5 Richards M. Steers, Efektivitas Organisasi, Erlangga, Jakarta, 1985 
6 Hasan Soleh, Pengantar Sosiolohi Hukum, Salembaempat, Jakarta, 2002, hlm 24. 
7 Soerjono Soekanto,  Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni, Bandung, 1983, hlm 
99. 
b. Hukum efektif apabila di dalam masyarakat warganya berperilaku sesuai 
dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. 
Dari pengertian-pengertian efektivitas yang telah disebutkan diatas, maka 
dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu tolak ukur yang menyatakan 
seberapa jauh target telah dicapai, dan target tersebut sebelumnya sudah ditentukan 
terlebih dahulu. 
  
2. Pendekatan Terhadap Efektivitas  
Berikut ini akan dipaparkan beberapa pendekatan dalam mengukur 
efektivitas : 
a. Pendekatan sasaran (Goal Approach)  
Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga 
berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam 
pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan 
mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut8. 
Sasaran yang penting diperhatikan dalam suatu pengukuran efektivitas 
dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil 
maksimal berdasarakan sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan 
permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek 
output yaitu dengan mengukur keberhasilan programdalam mencapai tingkat output 
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yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sudah 
sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak 
dicapai.9 
b. Pendekatan Sumber (System Resource Approach)  
Pendekatan sumber ini maksudnya ialah mengukur efektivitas melalui 
keberhasilan suatu lembaga dalam upaya mendapatkan bermacam-macam sumber 
yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam 
sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif.  
Pendekatan ini lebih didasarkan kepada teori mengenai keterbukaan sistem 
suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan 
yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan tersebut diperoleh 
sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan 
bernilai tinggi.  
c. Pendekatan Proses (Internal Process Approach)  
Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari 
suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan 
lancer dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. 
Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian 
terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, 
yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.  
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3. Masalah dalam Pengukuran Efektivitas  
Menurut Lawrence M. Friedman, efektif atau berhasil tidaknya suatu 
penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu yang biasanya dikenal 
sebagai teori efektivitas hukum, tiga faktor tersebut adalah substansi hukum, 
struktur hukum dan budaya hukum.10 
a. Substansi Hukum 
Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan atau norma, yakni 
undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 
b. Struktur Hukum 
Yang dimaksud dengan struktur hukum adalah penegak hukumnya, disini 
yang dimaksud dengan penegak hukumnya adalah Dinas Perhubungan Kota 
Malang 
c. Budaya Hukum 
Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah hukum yang hidup yang 
dianut dalam suatu masyarakat atau bagaimana sikap dari masyarakat hukum 
dimana peraturan daerah itu dijalankan atau dilaksanakan. Apabila terdapat 
kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi atau menaati peraturan yang telah 
ditetapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung dalam efektivitasnya 
hukum tersebut, namun apabila masyarakat tidak dapat mematuhi atau menaati 
peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat yang paling 
utama dalam efektivitasnya hukum hukum tersebut. 
                                                             
       10 Yakub Adi Kristanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 
47. 
Selanjutnya hal lain yang sering dipermasalahkan adalah frekuensi 
penggunaan criteria dalam pengukuran efektivitas seperti yang dikemukakan oleh 
Richards M. Steers yaitu bahwa kriteria dan penggunaan hal-hal tersebut dalam 
pengukuran efektivitas adalah :11  
a. Adaptabilitas dan Fleksibilitas  
b. Produktifitas  
c. Keberhasilan  
d. Keterbukaan dalam berkomunikasi  
e. Keberhasilan pencapaian program  
f. Pengembangan program  
g. Subjektifitas dalam adanya penelitian   
Soerjono Soekanto memberikan penjelasan bahwa efektif adalah taraf atau 
tolak ukur sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat 
dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum 
mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia 
(masyarakat) sehingga menjadi perilaku hukum.12 Teori efektivitas  hukum 
                                                             
11 Richards M. Steers,. Efektivitas Organisasi, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 54 
12 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi; CV Ramadja Karya, Bandung, 
1988, hlm. 80  
menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum 
ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 13 
1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) 
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun yang menerapkan hukum 
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
4) Faktor masyarakat 
5) Faktor kebudayaan 
Dari kelima faktor yang telah disebutkan diatas, kemudian Soerjono Soekanto 
memberikan penjelasan mengenai maksud dari masing-masing faktor yang dapat 
menentukan sejauh mana hukum bisa dikatakan efektif tersebut. Berikut adalah 
penjelasannya: 14 
1) Faktor hukumnya sendiri 
Suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum agar tujuan 
pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara 
jelas, dalam arti mudah dicerna atau dimengerti, tegas dan tidak 
membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti 
keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari 
pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara 
eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu 
                                                             
13 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2008, hlm 8. 
14Ibid., hlm. 8 
peraturan mudah untuk dicerna dan tidak membingungkan, maka efektivitas 
hukum mudah tercapai. 
2) Faktor penegak hukum 
Penegak hukum atau aparatur, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum itu 
sendiri. Dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparatur juga 
harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku 
atau sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipati yang timbul dari 
masyarakat terhadap perilaku aparatur karena dapat menyebabkan terjadinya 
ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada. 
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
Sarana atau fasilitas merupakan alat penunjang keberhasilan upaya yang 
dilakukan dalam pelayanan publik. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan 
sangat penting dalam proses penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau 
fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang 
seharusnya dengan peranan aktual. 
4) Faktor masyarakat 
Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum atau peraturan tersebut 
diterapkan atau berlaku. Masyarakat adalah faktor penting dalam efektif atau 
tidaknya suatu hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak 
mematuhi hukum dan menyebabkan hukum tidak efektif adalah masyarakat 
tidak mematuhi hukum walaupun hukumnya sudah baik, masyarakat tidak 
mematuhi hukum walaupun aparat penegak hukum sudah sangat baik dalam 
melaksanakan tugasnya dan masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun 
sarana atau fasilitas mencukupi. 
5) Faktor kebudayaan 
Faktor kebudayaan, yaitu suatu sistem hukum yang mencakup nilai-nilai yang 
melandasi hukum yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai  yang dapat dijadikan 
panutan mengenai apa yang dianggap baik dapat dianut dan apa yang dianggap 
tidak baik dapat dihindari. 
Untuk meninjau efektivitas hukum dari segi faktor kebudayaan 
masyarakatnya dapat dipengaruhi oleh 4 (empat) hal antara lain: 
a) Pengakuan, yang dimaksud adalah unsur kebudayaan yang bersangkutan 
atau hukumnya mempunyai kegunaan; 
b) Ada atau tidak pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan yang lainnya, yang 
mungkin adalah suatu pengaruh negatif maupun positif; 
c) Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin ditolak oleh 
masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama; 
d) Kedudukan dan peranan pihak yang menyebarkandan menerapkan hukum, 
sehingga memberi pengaruh terhadap keefektivitasan hukum dalam 




                                                             
15 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, 
hlm 136. 
4. Efektivitas Hukum 
Apabila kita memandang suatu efektivitas dari sudut pandang hukum, 
Achmad Ali menjelaskan jika kita mengkaji efektivitas dari hukum, maka pertama-
tama kita harus mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. 
Selanjutnya Achmad Ali menjelaskan pula bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi efekitvitas suatu perunfang-undangan secara umum adalah 
profesionalitas dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para 
penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan pada diri mereka 
maupun dalam penegakan perungang-undangan tersebut. 16 
Dari berbagai pendapat para ahli mengenai teori efektivitas hukum, teori 
efektivitas dari Soerjono Soekanto lah yang dipilih oleh penulis sebagai rujukan, 
yakni bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala bentuk upaya 
yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar 
hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara 
yuridis, sosiologis, dan filosofis.17 
Menurut Soerjono Soekanto dan Purbacarakan sebagaimana dikutip Soleman 
B. Taneko bahwa teori efektivitas hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:18 
a. Filosofis, bahwa hukum berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-
citakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai niai positif yang 
tertinggi. 
                                                             
16 Achmad Ali,  Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1  Kencana, Jakarta, 2010, 
hlm. 375 
       17 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Citra Aditya, 
Bandung, 1989, hlm 53. 
       18 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Ramaji Karya, Bandung, 
1983, hlm 83. 
b. Yuridis, mengacu pada anggapan yang disampaikan Hans Keban dan W 
Zewenbergen, berarti bahwa hukum berlaku sesuai dengan bunyi 
perumusan atas normanya. 
c. Sosiologis, bahwa hukum itu benar-benar berlaku dan dipatuhi seberapa 
sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. 
  
B. Kajian tentang Kebijakan Publik 
1. Pengertian Kebijakan Publik  
Wiliam N. Dunn menjelaskan bahwa “Kebijakan Publik adalah Pola 
ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, 
termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau 
kantor pemerintah”. Wiliiam N. Dunn juga menjelaskan bahwa terdapat adanya 
pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di 
dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan19. 
Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu 
kebijakan yang apabila kebijakan itu sudah dibuat maka kebijakan itu harus 
diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh aparatur-aparatur pemerintah yang 
menggerakkan sumber daya ekonomi dan manusia. Dalam buku Kebijakan Publik 
yang Membumi, Hessel Nogi S. Tangkilisan mengutip pendapat Thomas R. Dye 
yakni “public policy is whatever governments choose to or not to do”. Berdasarkan 
pengertian yang telah dijelaskan oleh Thomas R. Dye tersebut, maka kebijakan 
                                                             
19 William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, 
hlm. 132 
publik memeiliki makna bahwa apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan 
seseuatu ataupun tidak melakukan suatu tindakan. 20 
Kebijakan memiliki suatu bentuk tindakan untuk mencapai tujuan. 
Umumnya tujuan tersebut ialah sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang, 
kelompok ataupun pemerintah. Setiap kebijakan pemerintah tentu mempunyai 
hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya disamping itu Pemerintah pun harus 
mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Dari 
pemahaman-pemahaman di atas, maka kebijakan publik merupakan bentuk dari 
rangkaian instruksi-instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana 
kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai 
tujuan tersebut. Kartasasmita juga mengemukakan pengertian kebijakan merupakan 
upaya untuk memahami dan mengartikan 21: 
a. apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai 
suatu masalah.  
b. apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya.  
c. apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut. 
Kebijakan bukan hanya mengenai apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 
oleh pemerintah, melainkan juga faktor apa yang mempengaruhinya sampai suatu 
kebijakan itu bisa timbul. Suatu kebijakan itu dibuat untuk memecahkan masalah 
                                                             
20 Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Kebijakan Publik yang Membumi :Konsep, Strategi dan 
Kasus, Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta: 2003. 
21 Dr. Joko widodo, M.S, Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan 
Publik, Banyumedia Piblishing, Malang, 2013, hlm. 13 
atau isu yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat diketahui pengaruh dan 
dampaknya dari kebijakan tersebut.  
C. Kajian tentang Pelayanan Publik 
a. Pengertian Pelayanan Publik 
Pelayanan Publik tidak hanya dapat ditinjau dalam aspek hukum dan 
politik saja, tetapi juga melingkupi aspek ekonomi dam aspek sosial budaya 
secara integratif. 22 
Dalam perspektif ekonomi, pelayanan public adalah semua bentuk 
pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Pengadaan barang dan jasa ini 
harus disediakan oleh pemerintah, ini karena sektor swasta tersebut tidak mau 
memproduksi barang dan jasa tersebut sebagai konsekuensi dari kegagalan 
pasar atau karena secara alamiah barang atau jasa tersebut harus disediakan 
secara eksklusif oleh negara.23 
Sementara dari sudut pandang politik, dapat dikatakan bahwa 
pelayanan public merupakan refleksi dari pelaksanaan negara dalam melayani 
warga negaranya berdasarkan kontrak sosial pembentukan negara oleh 
elemen-elemen warga negara. Peran negara dalam pelayanan publik tersebut 
dilakukan oleh suatu pemerintahan yang dijalankan oleh kekuatan politik yang 
berkuasa.24 
                                                             
22 Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi. Hukum Pelayanan Publik, Setara Press, Malang, 2012, 
hlm.11 
23 Tim Peneliti Lemlit UI, 2002. Naskah Akademik RUU Tentang Pelayanan Publik, Jakarta: Lemlit 
UI, hlm. 4 
24 Ibid 
Dari sisi sosial budaya, pelayanan publik merupakan sarana 
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang 
didalamnya kental akan nilai-nilai, system kepercayaan dan bahkan unsur 
religi yang merupakan refleksi dari kebudayaan dan kearifan local yag 
berlaku.25 
Sedangkan dari perspektif hukum, pelayanan publik dapat dilihat 
sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan 
perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar 
warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.26 
Dilihat dari sisi terminology, istilah publik berasal dari bahasa Inggris 
Public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sudah diterima 
menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang 
banyak, ramai.27 
Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan di atas, maka 
penulis menyimpulkan bahwa hukum pelayanan publik memiliki arti sebagai 
kumpulan dari aturan dan norma hukum tentang upaya pemenuhan hak atau 
kebutuhan masyarakat (publik) oleh pemerintah yang tertulis maupun tidak 
tertulis demi menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai bentuk 
tanggung jawab negara. 
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b. Macam-macam Pelayanan Publik 
Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, ruang lingkup pelayanan publik meliputi 
pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur 
dalam perundang-undangan.28 Selanjutnya pada ayat (2) menjelaskan mengenai apa 
saja ruang lingkup yang dimaksudkan pada ayat (1) yakni meliputi pelayanan di 
bidang pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan 
informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, 
perhubungan, sumberdaya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.29 
Dan pada ayat-ayat selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa secara garis 
besar terdapat 3 macam pelayanan publik, yaitu : 
1) Pelayanan adminsitratif, yaitu segala tindakan administratif pemerintah 
maupun non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.  
2) Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang berupa penyediaan berbagai bentuk 
jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan 
di sektor pehubungan, dan lain sebagainya. 
3) Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang berupa pengadaan dan penyaluran 
jenis barang yang dibutuhkan massyarakat. Misalnya, jaringan telepon, listrik, air 
bersih, dan sebagainya. 
                                                             
28 Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
Berdasarkam jenis-jenis pelayanan publik yang telah disebutkan diatas, dalam 
penelitian ini penulis hanya akan memfokuskan kajian mengenai Pelayanan Publik 
dalam lingkup Pelayanan jasa dengan secara khusus membahas mengenai seputar 
Pelayanan publik di sektor Perhubungan (Transportasi).  
 
c. Pelayanan Transportasi 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, makna pelayanan dalam hal 
ini adalah upaya atau usaha pemerintah dalam memenuhi hak-hak dan 
kebutuhan masyarakat dalam suatu bidang yang memang sedang menjadi 
kebutuhan bagi masyarakat tersebut. 
Kemudian definisi dari Transportasi adalah pemindahan manusia atau 
barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah 
kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan atau mesin.  
Dari kedua pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa pelayanan 
transportasi merupakan suatu upaya pemerintah untuk memenuhi hak-hak dan 
kebutuhan masyarakat di dalam lingkup kegiatan berupa perpindahan barang 






d. Fasilitas Penyebrangan 
Fasilitas penyeberangan adalah fasilitas pejalan kaki untuk 
menyeberang jalan. (Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat : 
SK.43/AJ 007/DRJD/97). 30 
“Fasilitas penyeberangan dibagi dalam 2 kelompok tingkatan yaitu : 
1.) Penyeberangan Sebidang (At-Grade)  
Penyeberangan sebidang terdiri atas 2 macam yaitu :  
a.) Penyeberangan Zebra (Zebra Cross)  
Zebra Cross adalah fasilitas penyeberangan yang ditandai dengan 
garisgaris berwarna putih searah arus kendaraan dan dibatasi garis melintang 
lebar jalan. Zebra cross ditempatkan di jalan dengan jumlah aliran penyeberang 
jalan atau arus yang relatif rendah sehingga penyeberang masih mudah 
memperoleh kesempatan yang aman untuk menyeberang. 
b.) Penyeberangan Pelican  
Pelican adalah Zebra Cross yang dilengkapi dengan lampu pengatur 
bagi penyeberang jalan dan kendaraan. Fase berjalan bagi penyeberang jalan 
dihasilkan dengan menekan tombol pengatur dengan lama periode berjalan 
yang telah ditentukan Fasilitas ini bermaanfaat bila ditempatkan di jalan 
dengan arus penyeberang jalan yang tinggi. 
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2.) Penyeberangan Tidak Sebidang (Elevated/Underground)  
Penyeberangan tidak sebidang terdiri atas 2 kategori yaitu :  
a.) Elevated/Jembatan  
Elevated/Jembatan adalah jembatan yang dibuat khusus bagi para 
pejalan kaki. Fasilitas ini bermaanfaat jika ditempatkan di jalan dengan arus 
penyeberang jalan dan kendaraan yang tinggi, khususnya pada jalan dengan 
arus kendaraan berkecepatan tinggi. Jembatan penyeberangan akan dapat 
berfungsi dengan baik apabila bangunannya landai atau tidak terlalu curam. 
Jembatan penyeberangan dapat membantu mengurangi kemacetan arus lalu 
lintas yang salah satu penyebab adalah banyaknya orang yang menyeberang di 
jalan. 
b.) Underground/Terowongan Sama halnya dengan jembatan 
penyeberangan, namun pembangunan terowongan dilakukan dibawah tanah. 
Pembuatan terowongan bawah tanah untuk penyeberangan membutuhkan 
perencanaan yang lebih rumit dan lebih mahal dari pada pembuatan jembatan 
penyeberangan, namun sistem terowongan ini lebih indah karena bisa dapat 
menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.” 
e. Pelican Crossing 
Pelican crossing adalah alat yang memudahkan pejalan kaki untuk 
menyebrang jalan sehingga pejalan kaki merasa aman dan nyaman ketika 
menyebrang jalan. Pelican crossing berasal dari nama PEdestrian LIght 
CONtroled dengan "O" diubah menjadi "A". Pelican crossing merupakan 
traffic light bagi pengendara di jalan. secara umum sistim kerja pelican 
crossing sama dengan traffic light yang biasa kita temui di jalan. yang 
membedakan adalah jumlah lampu yang ada. pelican crossing hanya 
memiliki 2 warna, yaitu merah dan hijau serta beberapa rambu pendukung 
lainya yang sama seperti traffic light biasa.di kota Malang sendiri, ada 
beberapa tempat yang sudah terpasang pelican crossing. Diantaranya di 
depan Universitas Brawijaya, di Jalan Raya Veteran, Jalan Gajayana, dan di 
beberapa tempat lain yang ramai akan pejalan kaki di Kota Malang ini yang 
belum diketahui oleh penulis. 
Ketika pejalan kaki ingin menyebrang jalan, pejalan kaki cukup 
menekan tombol berwarna perak yang berada pada tiang pelican crossing. 
butuh pengertian yang tinggi bagi pengendara kendaraan guna 
memprioritaskan pejalan kaki menyebrang apalagi ketika pelican 
crossing menyala merah. 
Berikut ini adalah petunjuk penggunaannya : 
- Berdiri di samping pelican crossing 
- Tekan tombol yang berwarna Hijau pada tiang pelican crossing 
- Tunggu sampai sirine (suara isyarat) berbunyi dan/atau lampu 
pada pelican crossing menyala hijau  
- Tuggu hingga kendaraan berhehti dibelakang garis henti  
- menyebranglah hati hati di zebra cross dan jangan berlari 
Ketika lampu disebrang jalan sudah berwarna hijau maka 
pejalan kaki sudah diperbolehkan untuk menyeberang. Dan disaat 
menyebrang maka hendaklah berjalanlah lebih cepat tapi jangan 
berlari. 
 
 
